









Kondisi kualitas lingkungan permukiman secara umum dapat dipengaruhi aspek kondisi 
permukiman, sosial ekonomi, dan akses prasarana yang bersinergi mempengaruhi kondisi kualitas 
lingkungan permukiman. Dalam pengelolaanya, institusi akan terlibat dalam manajemennya. Jadi 
secara tidak langsung, pengaruh institusi/lembaga mempengaruhi kualitas lingkungan dalam hal 
pengambilan kebijakan (Lynch, 1991: 243).  
Beberapa strategi dilakukan untuk menangani permasalahan yang berkaitan dengan 
kondisi lingkungan permukiman, salah satunya dengan adanya PNPM (Program Nasional 
Pemberdayaan Masyarakat) melalui Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) di Kelurahan 
Karangturi, Bugangan, dan Kemijen. Pelaksanaan program yang dilakukan BKM didasarkan pada 
kebutuhan untuk menangani permasalahan kemiskinan di lingkungan permukiman. Dari program-
program ini tentu dapat dilihat peran dari BKM tersebut terhadap penanganan permasalahan 
permukiman. Arahan program dibagi menjadi komponen lingkungan, ekonomi, dan sosial.  Ketiga 
komponen ini termasuk dalam pembentuk kondisi kualitas lingkungan ekonomi, sehingga terdapat 
korelasi antara peran BKM terhadap kondisi kualitas lingkungan permukiman. Namun perbedaan 
pelaksanaan program terjadi tidak hanya karena perbedaan kualitas sumber daya perangkat 
lembaga, tetapi karakteristik dari wilayah itu sendiri. Hal ini yang mendasari untuk melihat 
perbandingan kualitas lingkungan permukiman antara Kelurahan Karangturi, Bugangan, dan 
Kemijen.  
Berdasarkan fenomena tersebut, dilakukan penelitian dengan tujuan mengkaji peran 
kelembagaan lokal terhadap kondisi kualitas lingkungan permukiman di Kelurahan Karangturi, 
Bugangan, dan Kemijen. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan perumusan 
variabel untuk dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif. Metode ini secara deskriptif akan 
memberikan gambaran kondisi lingkungan permukiman dan peran serta implementasi lembaga 
lokal dalam kualitas lingkungan permukiman di wilayah studi. Cara pengumpulan data pada 
penelitian ini adalah melalui kuesioner, kajian dokumen, wawancara pengurus lembaga lokal 
maupun masyarakat setempat, serta observasi wilayah studi. Adapun analisis yang akan dilakukan 
meliputi analisis peran kelembagaan lokal di lingkungan permukiman, analisis implementasi 
kelembagaan lokal di lingkungan permukiman, analisis kondisi kualitas lingkungan permukiman di 
wilayah studi, dan analisis evaluasi peran yang diimplementasi kelembagaan lokal terhadap 
kondisi kualitas lingkungan permukiman di Kelurahan Karangturi, Bugangan, dan Kemijen.  
Berdasarkan penelitian yang dilakukan menunjukkan peran BKM Kelurahan Karangturi 
dalam mengimplementasikan programnya hanya sebesar 33,33% dengan fokus pelaksanaan lebih 
kepada bidang lingkungan seperti perbaikan jalan dan saluran. Kelurahan Bugangan memiliki 
persentase 34,78% dalam melaksanakan program, dimana yang paling sesuai dengan rencana 
adalah program ekonomi, namun banyak pula program lingkungan baru yang dilakukan. 
Sedangkan Kelurahan Kemijen memiliki 40,28% dalam melaksanakan program BKM, dan yang 
paling besar adalah program lingkungan. Pelaksanaan program ini tidak bisa seluruhnya  
diimplementasikan karena terdapat beberapa faktor penghambat seperti keterlambatan dana yang 
turun, prioritasi program, dan adanya tambahan program diluar rencana program.  
Dari penelitian ini, dipaparkan rekomendasi kepada BKM dan masyarakat sebagai 
pelaku langsung dari kelembagaan BKM, yaitu terjalin keterpaduan antara BKM dan masyarakat 
agar lebih kondusif untuk saling bekerja sama memperbaiki lingkungan sekitar. Kesadaran 
masyarakat untuk aktif dalam kegiatan pembangunan juga diperlukan untuk membaca 
permasalahan agar lebih tepat sasaran. Peran BKM juga diharapkan dapat lebih memonitoring 
pasca pelaksanaan program sebelum kesadaran masyarakat untuk menjaga dan merawat 
prasarana lebih optimal. 
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1.1 Latar Belakang 
Kota Semarang memiliki peran besar sebagai ibukota Provinsi Jawa Tengah, maupun 
kota penarik perkembangan kota hinterland di sekitarnya, seperti Demak, Kendal, dan Ungaran. 
Dengan fungsi ini, Kota Semarang memiliki fasilitas perkotaan dengan skala pelayanan kota dan 
regional. Perkembangan kota besar seperti Semarang, salah satunya merupakan dampak dari efek 
konurbasi yang menyebabkan tingginya arus pendatang baru ke dalam kota dan akhirnya tinggal di 
dalam kota (inner city) di mana kualitas lingkungannya berpotensi semakin memburuk (Evans dan 
Kantrowitz, Saegert dan Evans dalam DK Halim, 2008). Hal ini berlangsung jika terjadi 
ketidakseimbangan antara jumlah penduduk dengan layanan sarana prasarana yang harus dipenuhi, 
dimana jumlah penduduk semakin banyak, namun tidak didukung dengan fasilitas perkotaan yang 
sesuai dengan kebutuhan. Fasilitas perkotaan ini termasuk pada penyediaan tempat tinggal dan 
fasilitas pendukung lainnya. Penyediaan sarana prasarana perkotaan di pusat kota, dengan 
aksesibilitas tinggi tidak menjamin bahwa kualitas lingkungan di kawasan tersebut tergolong baik. 
Banyak faktor yang memberikan pengaruh pada kualitas lingkungan, dan tidak hanya berakar pada 
ketersediaan dan kelengkapan kebutuhan kota dan masyarakat setempat. Hal inilah yang 
mengindikasikan salah satu ketidakmampuan kota dalam memberikan pelayanan publik. 
Ketidakmampuan kota ini telah memberikan implikasi di beberapa sektor. Terutama 
kondisi lingkungan permukiman yang berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat. 
Kondisi lingkungan permukiman merupakan hasil dari perlakuan masyarakat dan pelayanan dari 
pemerintah sebagai provider. Pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah mempengaruhi 
kualitas lingkungan bertetangga, dan biasanya lingkungan yang miskin mendapatkan pelayanan 
publik yang rendah (Hastings, 2009). Penyediaan sarana prasarana permukiman untuk menunjang 
kehidupan bermukim masyarakat telah memberikan kebutuhan pelayanan, namun tidak sedikit 
masyarakat yang berusaha sendiri dalam pemenuhan kebutuhan sarana prasarana ini. Kemiskinan 
telah membuat masyarakat terbatasi dalam mengakses fasilitas/pelayanan umum, sehingga hal ini 
berakibat pada akses masyarakat yang rendah untuk memenuhi kebutuhan hidup dan lingkungan 
permukimannya. 
Masyarakat merupakan stakeholder berpengaruh dalam membentuk kualitas lingkungan 
permukiman. Upaya peningkatan kualitas lingkungan dengan pelibatan pemberdayaan masyarakat 
merupakan salah satu proses peningkatan kemampuan, penggalian sumberdaya lokal, serta 




penanganan lingkungan, seperti perbaikan kampung, peremajaan dan perbaikan lingkungan (Alit, 
2005: 38).  
Dalam pelaksanaannya, masyarakat terakomodasi dengan adanya lembaga-lembaga lokal 
yang menangani bidang administratif dan lingkungan. Lembaga-lembaga lokal ini terbentuk secara 
fungsional, dimana menangani aspek secara spasial dan mengatasi  permasalahan di lingkungan 
permukiman. Adapun kelembagaan ini dapat diidentifikasi dari tingkat kelurahan, Rukun Warga, 
hingga Rukun Tetangga. Kelembagaan pemerintahan ini merupakan lembaga yang sudah ada sejak 
awal pembentukan wilayah adminstratif dan berubah sesuai perkembangan dan kebutuhan wilayah 
setempat. Peran kelembagaan lokal dapat diidentifikasi secara tertulis berdasarkan tupoksi yang 
dimiliki maupun perannya yang tidak tertulis, dalam hal ini lebih kepada aspek sosial yang secara 
umum membantu pergerakan sosial masyarakat. 
Kehadiran kelembagaan lokal di tingkat Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Kelurahan 
menjadi penggerak masyarakat secara swadaya yang berperan dalam perubahan kualitas 
lingkungan permukiman. Pembentukan kelompok gotong royong atau kerja bakti merupakan salah 
satu contoh gerakan non struktural yang berkembang sebagai keluaran dari fungsi lembaga-
lembaga yang melingkupi masyarakat. Hal ini juga disadari oleh lembaga tersebut bahwa 
masyarakat juga bergantung kepada lembaga-lembaga ini sebagai media organisasi untuk 
menampung perencanaan kegiatan yang dimobilisasi oleh kedua pihak. 
Keberadaan lembaga ini nampaknya belum cukup untuk mengatasi permasalahan dalam 
lingkup mikro. Hal ini yang menjadikan pemerintah pusat mengeluarkan strategi pemberdayaan 
masyarakat untuk mengatasi permasalahan kemiskinan dan efeknya berlanjut kepada lingkungan 
permukiman. Strategi ini diterapkan untuk memberikan kesempatan masyarakat secara langsung 
untuk berperan dalam perbaikan lingkungan permukiman mereka sebagai bentuk perencanaan 
buttom up. Lembaga lokal yang bersifat kemasyarakatan sebagai bentukan dari strategi 
pemberdayaan masyarakat ini menjadi alat bantu yang menghubungkan kebutuhan masyarakat 
dengan pemerintah sebagai enabler. 
Kelembagaan lokal yang berperan bagi masyarakat di Semarang Timur selain keberadaan 
Rukun Tetangga, Rukun Warga, dan Kelurahan diantaranya yaitu Badan Keswadayaan Masyarakat 
(BKM), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Karang Taruna, Pemberdayaan 
Kesejahteraan Keluarga (PKK), Majelis Keagamaan, dan Organisasi Kepemudaan. Meskipun 
dengan dasar pembentukan yang berbeda, lembaga-lembaga tersebut selama ini telah membantu 
masyarakat dalam perbaikan lingkungan permukiman dengan fokus permasalahan yang juga 
berbeda. Untuk itu, peran dan implementasi yang telah dilakukan dari lembaga-lembaga tersebut 
perlu dikaji untuk melihat komposisi perannya terhadap kondisi  kualitas lingkungan permukiman.  
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Kelembagaan lokal di Semarang Timur secara umum memiliki potensi besar dalam 
penanganan kualitas lingkungan permukiman. Hal ini tidak terlepas dari fungsi Semarang Timur 
sebagai salah satu pusat kota dengan pengembangan berbagai aktivitas yang tidak hanya pada 
permukiman namun fasilitas pendukung lainnya. Dengan kompleksitas permasalahan yang meliputi 
permasalahan lingkungan permukiman perkotaan, kelembagaan yang melingkupi wilayah ini pada 
dasarnya memiliki peranan besar sebagai media pembantu masyarakat. Hal ini dikarenakan 
beragamnya kegiatan masyarakat di Semarang Timur, sehingga karakteristik masyarakat dan 
kebutuhan hidupnya juga variatif. Keberadaan lembaga lokal akan menjadi point penting untuk 
membantu masyarakat dalam lingkungan permukiman yang menjadi tempat bernaung melakukan 
aktivtas tersebut. Apalagi masing-masing dari aktivitas yang berbeda tersebut berdampingan satu 
sama lain, yakni antara fungsi aktivitas permukiman, perdagangan dan jasa, serta industri sebagai 
pokok aktivitas di Semarang Timur. 
Kepadatan penduduk dan fungsi aktivitas ini tentu berdampak pada lingkungan 
permukiman. Salah satu aspek yang juga mempengaruhi dari kondisi ini adalah kelembagaan lokal 
yang intens mendampingi dan mewadahi kegiatan dengan masyarakat. Adapun untuk melihat peran 
kelembagaan di lingkungan permukiman, fokus wilayah diarahkan pada tiga kelurahan yakni 
Kelurahan Karangturi, Bugangan, dan Kemijen. Berdasarkan perspektif geografis, fungsi kawasan, 
serta potensi dan permasalahan di Kelurahan Karangturi, Bugangan dan Kemijen diasumsikan 
dapat mewakili kondisi lingkungan permukiman Semarang Timur yang berbeda. Hal ini yang 
mendasarkan tiga wilayah ini dipilih sebagai wilayah studi.  
 
1.2 Rumusan Masalah 
Permasalahan permukiman muncul akibat dari ketidakberdayaan pemerintah sebagai 
enabler maupun dari masyarakat sendiri untuk mengakses prasarana permukiman, tentu akan 
berdampak pada kualitas lingkungan permukiman. Beberapa faktor lain yang berpengaruh juga 
memberikan dampak pada kualitas lingkungan permukiman, seperti kondisi sosial ekonomi 
masyarakat maupun kelembagaan yang berperan sebagai media institusi.  
Selama ini peran kelembagaan lokal yang menangani permasalahan lingkungan 
pemukiman, baik itu merupakan kelembagaan daerah yang merupakan instansi pemerintah, 
kelembagaan dari masyarakat itu sendiri, kelembagaan non pemerintah, maupun kelembagaan yang 
merupakan gabungan dari masing-masing stakeholder belum dipahami secara baik. Hal ini akan 
mengakibatkan pengabaian dan ketidaktahuan dari manfaat kelembagaan lokal yang sudah ada, 
padahal memiliki potensi yang besar dalam mempengaruhi lingkungan permukiman. Peran 
kelembagaan dapat bersifat sustain dalam mempengaruhi mobilsasi sosial masyarakat karena yang 
aktif harus dari masyarakat sendiri.  
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Jika kelembagaan lokal yang berperan dalam lingkungan permukiman telah teridentifikasi 
dengan baik, maka keberlanjutan dari penanganan dan pengelolaan lingkungan permukiman dapat 
tertangani dengan baik. Pada awalnya, keberadaan lembaga-lembaga ini merupakan media 
institusional yang mewadahi kegiatan terkait lingkungan permukiman. Namun, dengan masuknya 
lembaga-lembaga baru dengan strategi pemberdayaan masyarakat yang kinerjanya lebih fokus pada 
masyarakat memberikan warna lain pada kelembagaan lokal yang menaungi masyarakat.  
Berdasarkan permasalahan di atas, maka dapat ditarik research question yakni 
“bagaimana peran kelembagaan lokal terhadap kondisi kualitas lingkungan permukiman”. Hal ini 
didasarkan bahwa lembaga-lembaga ini (secara terstruktur atau tidak), melakukan pembinaan dan 
memobiliasasi kegiatan masyarakat dalam lingkungan permukiman. Kedua hubungan ini akan 
menjelaskan hubungan antar lembaga dan perannya. Meskipun begitu, peran dan hubungan ini 
akan berbeda di setiap wilayah, terutama jika terdapat program kerja yang tidak terstruktur dan 
menjadi prioritas program dari masing-masing lembaga. Hal ini juga dipengaruhi dengan potensi 
dan permasalahan wilayah setempat. 
 
1.3 Tujuan dan Sasaran 
1.3.1 Tujuan 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji peran kelembagaan lokal terhadap 
kondisi kualitas lingkungan permukiman. Diharapkan hasil dari penelitian ini akan memberikan 




Adapun sasaran yang dilakukan guna memenuhi tujuan tersebut adalah: 
1. Analisis peran kelembagaan lokal di lingkungan permukiman di Semarang Timur (Kelurahan 
Karangturi, Bugangan, dan Kemijen). 
2. Analisis implementasi kegiatan kelembagaan lokal di lingkungan permukiman di Semarang 
Timur (Kelurahan Karangturi, Bugangan, dan Kemijen). 
3. Analisis kondisi kualitas lingkungan permukiman di Semarang Timur (Kelurahan Karangturi, 
Bugangan, dan Kemijen). 
4. Analisis evaluasi peran yang diimplementasikan kelembagaan lokal terhadap kondisi 






1.4 Manfaat Penelitian 
Manfaat penelitian dijabarkan sebagai bentuk pengembangan pengetahuan khususnya 
untuk stakeholder terkait maupun pemangku kebijakan. Hal ini juga dapat menjadi acuan penelitian 
selanjutnya yang terkait dengan aspek kelembagaan yang berperan dalam kualitas lingkungan 
permukiman. Hasil dari penelitian ini akan menjadi penting terkait dalam peningkatan kualitas 
lingkungan permukiman. Hal ini dikarenakan faktor masyarakat dan lembaga masyarakat sebagai 
payung kegiatan menjadi aspek penting yang mengarahkan kebijakan dan tindakan yang dilakukan 
untuk mengatasi permasalahan, dalam hal ini adalah mengenai lingkungan permukiman. 
Pembelajaran akan pendekatan perencanaan yang mengedepankan aspiratif masyarakat membentuk 
perencanaan yang transparan dan strategis. Meskipun bukan hal yang baru dalam dunia 
perencanaan, penelitian ini dapat menjadi basis efektivitas perencanaan partisipatif dengan lingkup 
lokal atau komunitas. 
 
1.5 Ruang Lingkup Penelitian 
1.5.1 Lingkup Spasial 
Kecamatan Semarang Timur termasuk dalam wilayah pusat Kota Semarang yang arah 
perkembangannya sangat potensial untuk nilai ekonomi ruang yang tinggi. Maka dari itu, 
penggunaan ruang di Semarang Timur diarahkan untuk perdagangan dan jasa serta permukiman 
perkotaan. Sebagai wilayah mikro penelitian dalam menganalisis kelembagaan di Semarang Timur, 
maka dipilih tiga kelurahan, yakni Kelurahan Karangturi, Bugangan, dan Kemijen.  
Kelurahan ini diidentifikasi memiliki penggunaan ruang yang variatif dan memiliki 
kriteria pembeda pada masing-masing kelurahan di Semarang Timur. Diharapkan, dari kelurahan-
kelurahan ini dapat menjadi gambaran pembanding peran kelembagaan lokal dari masing-masing 
karakteristik kelurahan di Semarang Timur. Adapun pertimbangan dalam pemilihan wilayah ini 
berdasarkan karakteristik wilayah, yaitu: 
 Kelurahan Karangturi merupakan lingkungan perkampungan dalam Kota Semarang yang 
sudah ada sejak dahulu, pada perkembangan Kota Semarang Abad XX (Colombijn, dkk; 
2005). Kelurahan ini memiliki luas 53,29 Ha, dengan luas perumahan sebesar 38,67 Ha dan 
prasarana dan sarana 24,36 Ha. Adapun batas Kelurahan Karangturi adalah: 
- Utara  : Kelurahan Samirejo 
- Timur : Kelurahan Karangtempel 
- Selatan : Kelurahan Peterongan 
- Barat  : Kelurahan Karangkidul 
Sampai saat ini, lingkungan perkampungan telah berubah dan membentuk wajah baru 
sebagai permukiman modern dan campuran bagi kawasan perdagangan dan jasa. Kelurahan 
Konstelasi Kecamatan Semarang Timur  
terhadap Kota Semarang 
Sumber: 
Analisis Penyusun, 2011 
6 
 
Karangturi juga memiliki kedekatan geografis dengan pusat kota, hal ini tentu memberikan 
keuntungan dalam jangkauan pelayanan perkotaan yang memadai. Dengan perkembangan 
permukiman ini, diasumsikan bahwa kelembagaan memiliki pengaruh dalam perubahan 
lingkungan permukiman di kelurahan ini. 
 Kelurahan Bugangan merupakan wilayah dengan penggunaan ruang yang didominasi 
perdagangan dan jasa, permukiman serta kawasan industri, dengan luas wilayah 67,841 Ha. 
Batas dari Kelurahan Bugangan adalah: 
- Utara  : Kelurahan Mlatiharjo dan Mlatibaru 
- Timur : Sungai Banjir Kanal Timur 
- Selatan : Kelurahan Rejosari 
- Barat  : Kelurahan Kebonagung 
Kelurahan ini juga menjadi kawasan sentra industri rumahan. Hal ini juga diperkuat dalam 
rencana pengembangan kawasan BWK I yang memasukan Kelurahan Bugangan sebagai 
peruntukan permukiman, perdagangan dan jasa serta sentra industri kecil dan rumah tangga. 
Dengan adanya peruntukan kawasan yang bercampur dengan permukiman, tentu menjadi 
salah satu pengaruh dari kualitas lingkungan permukiman itu sendiri. Dengan kondisi 
permukiman yang demikian, mengkaji perspektif kelembagaan di Kelurahan Bugangan 
menjadi pilihan sebagai salah satu wilayah dengan karakteristik permukiman di bagian 
tengah di Kecamatan Semarang Timur. Karena kelembagaan lokal berpotensi memiliki 
pengaruh pada karakteristik kawasan, termasuk dengan adanya sentra industri terhadap 
lingkungan permukiman. 
 Kelurahan Kemijen terletak di bagian paling utara dari Semarang Timur, dengan luas 
wilayah 140,90 Ha. Batas kelurahan ini adalah: 
- Utara  : Kelurahan Tanjung Mas 
- Timur : Kelurahan Tambakrejo (Sungai Banjir Kanal Timur) 
- Selatan  : Kelurahan Mlatibaru dan Mlatiharjo 
- Barat  : Kelurahan Tanjung Mas 
Keluraan Kemijen merupakan wilayah yang saat ini memiliki isu yang terkait dengan 
dampak global warming (Mercy Corp, 2010). Wilayah ini menjadi menarik untuk dikaji, 
karena isu ini akan mempengaruhi kualitas lingkungan permukiman itu sendiri. Terkait 
dengan kelembagaan lokal di kelurahan ini, akan dikaji apakah peran kelembagaan 
mempengaruhi kondisi lingkungan di Kemijen. Karena jika melihat isu permasalahan global 
warming, upaya perbaikan lingkungan tidak hanya dari pemerintah dan masyarakat, tetapi 
juga lembaga lokal yang menaungi wilayah ini.  
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Pemilihan wilayah ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara representatif 
kondisi permukiman di Semarang Timur. Ketiga kelurahan ini diambil juga berdasarkan 
karakteristik heterogen yang mewakili Semarang Timur. Dengan adanya karakteristik Kelurahan 
Karangturi, Bugangan, dan Kemijen akan dilihat peran dan kebijakan yang implementatif untuk 
berperan dalam kualitas lingkungan permukiman di Semarang Timur dengan karakteristik 
keruangan pada masing-masing wilayah memiliki spesifikasi yang berbeda-beda. 
 
1.5.2 Lingkup Substansial 
Peran kelembagaan lokal dalam kualitas lingkungan permukiman adalah mengkaji secara 
struktural peran dan fungsi lembaga-lembaga lokal di masyarakat, baik itu merupakan kelembagaan 
daerah, swasta, maupun gabungan keduanya yang berkontribusi dalam kualitas lingkungan 
permukiman. Secara tidak langsung, pengaruh institusi atau kelembagaan mempengaruhi kualitas 
lingkungan dalam hal pengambilan kebijakan (Lynch, 1991: 243). Kebijakan ini dilihat pada 
penanganan masalah yang berkaitan dengan aspek kualitas lingkungan permukiman. Kualitas 
lingkungan permukiman sendiri dinilai berdasarkan indikator kualitas lingkungan yang ditetapkan.  
Batasan penelitian mencakup beberapa hal yang dikaji dan dibahas peneliti, yakni: 
 Peran kelembagaan lokal di lingkungan permukiman Kelurahan Karangturi, Bugangan, dan 
Kemijen.  
Adapun kelembagaan lokal yang dimaksud merupakan kelembagaan daerah seperti 
kelurahan, Rukun Warga, dan Rukun Tetangga. Selain itu kelembagaan lokal lain seperti 
Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang melingkupi mobilisasi masyarakat dan 
bergerak mempengaruhi lingkungan permukiman. Dari analisis ini dilihat dari kontribusi 
kelembagaan tersebut berdasarkan program yang dikeluarkan dari lembaga tersebut terhadap 
masyarakat. 
 Analisis implementasi kegiatan kelembagaan lokal di lingkungan permukiman Kelurahan 
Karangturi, Bugangan, dan Kemijen. 
Implementasi program/kegiatan dilakukan oleh kelembagaan dan perannya terhadap kualitas 
lingkungan permukiman. Program/kegiatan yang dilakukan ini merupakan hasil dari 
kebijakan yang merupakan hasil perumusan dari tujuan kelembagaan lokal yang kemudian 
implementasinya dapat dilihat dari hasil dan prosesnya. 
 Analisis kondisi kualitas lingkungan permukiman di Kelurahan Karangturi, Bugangan, dan 
Kemijen. 
Kondisi kualitas lingkungan permukiman dinilai berdasarkan indikator-indikator penilaian 
yang telah disintesiskan meliputi kondisi fisik permukiman, karakteristik sosial ekonomi 
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masyarakat, dan akses terhadap prasarana permukiman. Kondisi ini dilihat setelah adanya 
peran kelembagaan lokal yang mempengaruhi aspek tersebut. 
 Evaluasi peran yang diimplementasi kelembagaan lokal terhadap kondisi ketiga kelurahan 
(wilayah permukiman di Kelurahan Karangturi, Bugangan, dan Kemijen). 
Evaluasi peran kelembagaan lokal merupakan bentuk analisis yang melihat sinkronisasi 
antara rencana dan implementasi dari program/kegiatan yang dilakukan oleh kelembagaan-
kelembagaan lokal di wilayah studi. Analisis ini akan menjadi perbandingan dari kinerja 
kelembagaan di masing-masing wilayah, terutama yang menyangkut pada indikator 
pembentuk kualitas lingkungan permukiman, yaitu lingkungan, ekonomi, dan sosial. Dari 
perbandingan ini tentu dapat dilihat peran dan kontribusi dari kelembagaan lokal tersebut di 























































Bagaimana peran dan implementasi 
program/kegiatan kelembagaan lokal terhadap 
kondisi kualitas lingkungan permukiman 
Ketidakberdayaan masyarakat 
meningkatkan kualitas lingkungan 
permukiman 
Peran Kelembagaan Lokal 
terhadap kondisi kualitas 
lingkungan permukiman 
Kondisi kualitas lingkungan 
permukiman 
Terdapat perbedaan pelaksanaan program dari 
kelembagaan lokal terhadap lingkungan 
permukiman  
Mengkaji peran kelembagaan lokal terhadap kondisi 
kualitas lingkungan permukiman 
Analisis kondisi kualitas lingkungan permukiman di Kel Karangturi, 
Bugangan, dan Kemijen  
 
Analisis peran kelembagaan lokal di lingkungan 
permukiman di Kel Karangturi, Bugangan, dan Kemijen 
 
Analisis implementasi kegiatan kelembagaan  lokal di lingkungan 






Kemiskinan dan keterbatasan 
kemampuan mengakses pelayanan 
permukiman 




Analisis evaluasi peran yang diimplementasi kelembagaan lokal terhadap 
kondisi ketiga kelurahan (wilayah permukiman di Kelurahan Karangturi, 












Kesimpulan dan Rekomendasi 




1.7  Keaslian Penelitian 
Adapun hubungan penelitian dapat menjadi acuan penelitian, karena meskipun beberapa 
tema penelitian memiliki karakteristik yang sama, namun objek dan subjek penelitian menjadi hal 
yang membedakan. Beberapa penelitian yang memiliki keterikatan dengan penelitian ini terdapat 


























 Keterkaitan karakteristik fisik 
permukiman dengan kondisi 
sosial-ekonomi masyarakat Kali 
Semarang  
 Dampak pelaksanaan program 
pemerintah terhadap perubahan 
karakteristik fisik permukiman 
dan kondisi sosial-ekonomi 
masyarakat Kali Semarang 
 Potensi dan kendala dalam 
pemeliharaan kualitas dan 
pengembangan permukiman Kali 
Semarang 
 Analisis Deskriptif 
 Analisis normatif 
dan deskriptif 
 Analisis SWOT 
 Analisis 
pembobotan 
 Strategi pemeliharaan dan peningkatan kualitas 
fisik rumah; 
 Strategi pengembangan pola dalam 
pemeliharaan dan pembangunan lingkungan 
permukiman 
 Strategi peningkatan kualitas hidup masyarakat 

















 Lembaga pelaksana pembangunan 
perumahan swadaya. 
 Kebijakan dan kelembagaan 
pembangunan rumah swadaya  
 
 Analisis deskriptif  
kualitatif dan 
komparatif 
 Bentuk kebijakan pemerintah tingkat pusat dan 
daerah belum mendukung pelaksnaan 
pembangunan perumahan secara swadaya di 
Kelurahan Meteseh. Masyarakat melakukan 
pembangunan sendiri secara swadaya tanpa 
bantuan dari pemerintah. Peran dan fungsi 
lembaga belum sepenuhnya membantu. Hanya 
memberikan bantuan dana stimulan untuk 
kegiatan sosial dan ekonomi. Sedangkan untuk 
pembangunan rumah masyarakat penerima 
dana mengambil sebagian dari dana tersebut. 










 Identifikasi aspek input, proses, 
dan hasil capaian program 
penanganan kemiskinan melalui 
BKM. 
 Identifikasi gambaran 
implementasi program di 
lapangan secara sistematis dan 
 Analisis deskriptif 
kualitatif 
 Analisis deskriptif 
evaluatif 
 Gambaran nyata implementasi program P2KP 
secara sistematis dan faktual. 
 Kecenderungan pencapaian hasil program 



























Jakarta, 2003  Peran institusi non formal (NGO) 
terhadap lingkungan kumuh 
 Kondisi kualitas lingkungan 
(tingkat pendapatan, pekerjaan 
masyarakat, kondisi permukiman, 
kondisi fasum), 
 Peran NGO (pemberi bantuan ide, 
pemberi bantuan tenaga/teknis, 
fasilitator, dinamisator, dan 
komunikator) 
 Perubahan kondisi fisik, sosial, 
dan ekonomi kasyarakat masa lalu 
dan sekarang melalui peran 
institusi non formal. 
 Analisis deskriptif 
kualitatif 
 Analisis tabulasi 
silang 
 Peran NGO dengan melihat keterkaitan 
antarvariabel 
 Perbandingan kualitatif peran pemerintah, 
masyarakat, dan NGO untuk mengetahui 
upaya dan cara kerja NGO dalam pelaksanaan 














 Bentuk peran kelembagaan lokal 
di lingkungan permukiman. 
 Implementasi kegiatan 
kelembagaan lokal di lingkungan 
permukiman 
 Kondisi kualitas lingkungan 
permukiman yang ditinjau dari 
indikator fisik permukiman, 
kondisi sosial masyarakat, dan 




 Analisis deskriptif 
kualitatif dan 
komparatif 
 Analisis deskriptif 
kualitatif dan 
kuantitatif 
 Bentuk peran kelembagaan lokal yang berperan 
dalam kondisi kualitas lingkungan permukiman 
di Semarang Timur melalui studi wilayah di 
Kelurahan Karangturi, Bugangan, dan Kemijen. 
 Bentuk implementasi kegiatan kelembagaan 
lokal 
 Kondisi kualitas lingkungan permukiman yang 
dianalisis berdasarkan indikator yang dilihat dari 
karakteristik sosial ekonomi masyarakat, fisik 
rumah, dan akses terhadap sarana prasarana di 
Kelurahan Karangturi, Bugangan, dan Kemijen. 
 Evaluasi peran yang diimplementasi 
kelembagaan lokal terhadap kondisi ketiga 
kelurahan (wilayah permukiman di Kelurahan 
Karangturi, Bugangan, dan Kemijen). 




1.8 Metode Penelitian 
Penelitian dilakukan secara terstruktur dengan pelaksanaan yang dapat dijabarkan melalui 
metode pendekatan, teknik pengumpulan data, metode analisis, dan teknik analisis. 
 
1.8.1 Metode Pendekatan 
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian 
kuantitatif dengan perumusan variabel sebagai pendukungnya. Fokus penelitian ditekankan pada 
variabel peran lembaga lokal yang termasuk dalam institusi daerah, maupun lembaga-lembaga 
lokal lain yang teridentifikasi secara swadaya, dan implementasinya dalam kualitas lingkungan 
permukiman di wilayah studi. Perumusan variabel penelitian untuk kualitas lingkungan berpegang 
pada beberapa teori terkait kualitas lingkungan. Adapun variabelnya meliputi aspek fisik 
permukiman, kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat, dan akses terhadap sarana prasarana 
permukiman.  
Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data kuantitatif dan kualitatif. 
Teknik pengumpulan data ini dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara, kuesioner, dan 
pengkajian dokumen. Observasi lapangan dan kuesioner merupakan perolehan data primer sebagai 
bahan untuk analisis secara deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Data kuesioner akan melihat 
persepsi masyarakat akan keberadaan lembaga lokal serta data kuantitatif yang menjadi dasar 
penilaian kualitas lingkungan. Begitu juga halnya dengan pengkajian dokumen yang merupakan 
data sekunder dari data kelurahan, Rukun Tetangga dan Rukun Warga setempat, BKM (Badan 
Keswadayaan Masyarakat, serta BPS (2008-2010) yang akan dianalisis karena data yang diambil 
merupakan data kuantitatif dan eksplorasi data kualitatif. 
 
1.8.2 Metode Pengumpulan Data 
1.8.2.1 Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data dilakukan secara beragam karena masing-masing cara 
memiliki pendekatan yang berbeda disesuaikan dengan tujuan dari analisis-analisis yang dilakukan. 
Teknik pengumpulan data ini dijabarkan berikut ini. 
1. Teknik pengumpulan data primer 
a) Observasi lapangan 
Observasi lapangan dilakukan untuk memperoleh informasi tentang gambaran yang lebih 
jelas dengan mengamati langsung kondisi wilayah. Peneliti berperan sebagai pengamat 
dalam melakukan observasi, dan tidak mempengaruhi dan melakukan apapun atas objek 
yang diteliti. Dalam hal ini, observasi merupakan pengamatan “media-media transparan”, 
yang berarti pengamat meneliti langsung (Bungin, 2006:134). Observasi ini akan 
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memberikan persepsi atau pandangan bagi peneliti. Dalam observasi lapangan dilakukan 
juga pengambilan gambar untuk memperkuat fakta yang ada di lapangan. Observasi yang 
dilakukan merupakan observasi berstruktur. Pada observasi berstruktur ini, pengamatan 
yang dilakukan peneliti terlebih dahulu mempersiapkan materi pengamatan dan instrument 
yang akan digunakan (Bungin, 2006:135).  
b) Kuesioner  
Kuesioner dalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan informasi dari reponden 
mengenai subjek yang akan diteliti untuk memperkuat atau memperjelas dari sumber data 
atau informasi lain. Selain itu, kuesioner ini juga untuk mengetahui peran kelembagaan 
menurut masyarakat dalam lingkungan permukiman.  
Kuesioner yang disebarkan merupakan kombinasi kuesioner terbuka dan tertutup. 
Kuesioner tertutup bermaksud agar lebih mudah dalam pengkategorian data yang akan 
diperoleh dan mengarahkan responden untuk tetap dalam topik yang ditujukan. Sedangkan 
kuesioner terbuka memberikan alternatif terbuka dan membuka kesempatan kepada 
responden untuk memberi jawaban disamping atau di luar jawaban yang tersedia. 
Pertanyaan terbuka juga digunakan apabila jawaban tidak dapat diantisipasi karena sulit 
memasukkan sejumlah kategori atau apabila populasi belum sepenuhnya dikenal oleh 
peneliti. Kuesioner diberikan kepada kepala keluarga/rumah tangga disekitar wilayah 
penelitian. 
c) Wawancara 
Wawancara dilakukan dengan cara interview terhadap subjek yang memiliki kepentingan 
tertentu untuk melengkapi data dari teknik pengumpuan data lainnya. Wawancara 
digunakan pada pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu untuk membantu 
melengkapi data, seperti wawancara kepada instansi kelurahan, pemangku BKM, dan 
tokoh masyarakat. Wawancara juga dapat dilakukan pada saat kuesioner jika responden 
yang dihadapi memiliki potensi untuk ditarik data lebih dalam.  
Bentuk wawancara yang dilakukan merupakan wawancara sistematik, yaitu wawancara 
yang dilakukan dengan terlebih dahulu mempersiapkan pedoman tertulis tentang apa yang 
hendak dipertanyakan kepada responden (Bungin, 2006: 127). Pedoman wawancara 
digunakan sebagai pedoman sehingga jawaban dari responden dapat mengarah pada tujuan 
penelitian. 
2. Teknik pengumpulan data sekunder 
Pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini dilakukan melalui kajian dokumen. 
Data sekunder yang diambil dalam penelitian ini adalah data yang berhubungan dengan 
kependudukan, permukiman dan sarana prasarana permukiman, serta kelembagaan. Data 
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tersebut digunakan untuk mengetahui bagaimana karakteristik fisik permukiman, kondisi sosial 
ekonomi masyarakat, dan kondisi akses terhadap prasarana permukiman, serta peran dan 
implementasi dari kelembagaan lokal dalam lingkungan permukiman. Pengumpulan data 
melalui kajian dokumen ini dilakukan dengan melakukan survei ke instansi lokal seperti 
Kelurahan dan BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat). 
3. Teknik Sampling 
Sampel adalah himpunan bagian dari populasi (Simamora, 2004: 192). Sampel 
merupakan bagian dari populasi yang diplih untuk dilibatkan dalam penelitian. Melalui sampel 
akan ditarik mengenai informasi yang diharapkan dapat mewakili dari karakteristik wilayah. 
Dalam penelitian ini, sampel yang digunakan sebanyak 30 responden pada ketiga kelurahan 
sebagai wilayah studi dengan menggunakan accidental sampling yaitu pemilihan anggota 
sampel dengan sesuka hati dan subyektif (Marzuki, 2000:48-49). 
Sangat disarankan agar jumlah responden untuk uji coba minimal 30 orang. Dengan 
jumlah minimal 30 orang ini, distribusi skor (nilai) akan lebih mendekati kurve normal (Umar, 
2002:190). Dengan total sampel adalah 30, maka pembagian jumlah sampel di tiap wilayah atau 
kelurahan diproposionalkan berdasarkan jumlah KK (Kepala Keluarga), karena diharapkan satu 
rumah tangga dapat mewakili satu sampel. Adapun pembagian sampel tiap kelurahan dijabarkan 
melalui perhitungan sebagai berikut: 
              Jumlah KK 
         Jumlah Total KK 
 n    = jumlah sampel di tiap kelurahan 
 Jumlah total KK    = 7.257 
 Total sampel di wilayah studi = 30 
 
TABEL I.2 
PENENTUAN SAMPEL DI WILAYAH STUDI 
 
No. Kelurahan Jumlah KK Jumlah Sampel 
1. Karangturi 916           916 
         7.257 
   =   3,79 ≈ 4 sampel 
2. Bugangan 2.231           2.231 
         7.257 
   =   9,22 ≈ 9 sampel 
3. Kemijen 4.110          4.110 
         7.257 
   =   16,99 ≈ 17 sampel 
 
Adapun kriteria responden ditentukan agar informasi yang tergali berasal dari sumber-
sumber yang mengetahui bagaimana peran kelembagaan lokal dalam kualitas lingkungan 
permukiman. Kriteria responden tersebut antara lain adalah: 
 Tinggal di Kelurahan Karangturi, atau Bugangan, atau Kemijen minimal 2 tahun. 
Sumber: Analisis Penyusun, 2011 
 
n = x 30 
n = x 30 
n = x 30 
n = x total sampel 
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 Mengetahui tentang kelembagaan lokal, seperti Rukun Tetangga, Rukun Warga, 
Kelurahan, BKM, atau kelembagaan lokal lainnya. 
 Mengetahui tindakan atau peran dari kelembagaan lokal tersebut terhadap lingkungan 
permukimannya.  
4. Kompilasi Data 
Data yang akan didapatkan dalam penelitian ini merupakan hasil dari kuesioner, 
observasi, wawancara dan kajian dokumen. Data yang didapatkan ini kemudian dikelompokan 
dan dikodekan sesuai teknik pengumpulan datanya. Pengelompokan ini merupakan bentuk 
kompilasi yang akan digunakan untuk tahap analisis. 
1) Pengkodean Data 
Pengkodean data dilakukan dengan cara memberikan nama dan kode pada jawaban dan 
informasi yang diperoleh. Pengkodean merupakan langkah awal yang akan memudahkan 
membaca data karena masing-masing kategori telah mengelompokkan data menurut teknik 
pengumpulan datanya. Hal ini tentu akan mempermudah dalam analisis data. Pengkodean 
data ini yaitu (K) Kuesioner, (W) Wawancara, (O) Observasi, dan (KD) Kajian Dokumen. 
2) Penyajian Data 
Tahap penyajian data merupakan bentuk pengumpulan informasi untuk dapat lebih mudah 
dibaca dan dipahami sebagai informasi utuh yang mampu menjawab permasalahan 
penelitian. Dalam penelitian ini, penyajian data meliputi: 
- Deskripsi 
Deskripsi merupakan bentuk penyajian data yang akan mendominasi uraian dalam 
penelitian. Adapun bentuk deskripsi ini akan menjelaskan kualitas lingkungan 
permukiman maupun peran kelembagaan lokal terhadap lingkungan permukiman. 
- Tabel 
Tabel merupakan bentuk penyajian data yang akan memaparkan pengelompokan data 
untuk memudahkan uraian, atau juga berupa pengelompokkan angka-angka yang 
merupakan bentuk hasil tabulasi data. 
- Gambar 
Gambar merupakan bentuk penyajian data yang diperoleh untuk memvisualisasikan 
objek penelitian. Gambar ini dapat berupa foto, peta, gambar, atau grafik yang 
didapatkan secara primer atau observasi langsung maupun sekunder yang berasal dari 
instansi atau sumber lain. 
1.8.2.2 Kebutuhan Data 




 Data Primer 
Data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah implementasi dari peran 
kelembagaan lokal yang melingkupi kegiatan di lingkungan permukiman masyarakat 
serta kondisi dari lingkungan permukiman itu sendiri.  
 Data Sekunder 
Data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi penyediaan sarana prasarana 
permukiman, kondisi sosial ekonomi penduduk, kondisi permukiman yang terangkum 
dalam kondisi lingkungan permukiman secara umum. Selain itu juga, data sekunder lain 
yang dibutuhkan adalah peran dan pelaksanaan kegiatan dari kelembagaan lokal terhadap 
lingkungan permukiman.  
Pada intinya, data primer dan sekunder ini saling melengkapi untuk memberikan 
informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Adapun kebutuhan data primer dan sekunder 




No. Sasaran Variabel Data 
Sumber Data 
Primer Sekunder 
O K W F P NP 













 Tupoksi lembaga 
 Korelasi antar lembaga 
 Manfaat lembaga 
 Mekanisme pembiayaan 




































1. Kegiatan di 
bidang 
ekonomi 
2. Kegiatan di 
bidang sosial 






 Pelaksanaan dan 
pertanggung jawaban 
kegiatan di bidang 
ekonomi 
 Pelaksanaan dan 
pertanggung jawaban 
kegiatan di bidang sosial 
 Pelaksanaan dan 
pertanggung jawaban 


























































- Fisik rumah 
- Prasarana 
permukiman 
- Sosial ekonomi 
 Kondisi fisik 
permukiman: 
- Jenis rumah 
berdasarkan bahan 
bangunan 
- Jenis rumah 
berdasarkan bentuknya 
































































No. Sasaran Variabel Data 
Sumber Data 
Primer Sekunder 
O K W F P NP 
- Mata pencaharian 
penduduk 
- Tingkat pendidikan 
kepala keluarga 
 Akses prasarana 
permukiman: 
- Jaringan jalan 
- Sanitasi 
- Drainase 











































































 Program kelembagaan 
lokal di lingkungan 
permukiman 
 Implementasi lapangan 
dari program-program 
tersebut. 












































Sumber: Analisis Penyusun, 2011 
 
Keterangan: 
O = Observasi, K = Kuesioner, W = wawancara, F = Foto, P = Peta, NP = Non Peta (monografi, 
statistik, data narasi dan deskriptif lainnya) 
 
1.8.3 Metode Analisis 
Analisis data dilakukan setelah data penelitian didapatkan sebagai proses untuk 
menjawab tujuan penelitian mengenai bentuk peran dan implementasi program/kegiatan 
kelembagaan lokal terhadap kondisi kualitas lingkungan permukiman di Kelurahan Karangturi, 
Bugangan dan Kemijen. Berdasarkan sasaran penelitian yang dilakukan, proses analisis data ini 
meliputi, analisis peran kelembagaan di lingkungan permukiman, analisis implementasi kegiatan 
kelembagaan di lingkungan permukiman, analisis kondisi kualitas lingkungan permukiman di 
Kelurahan Karangturi, Bugangan, dan Kemijen dan analisis evaluasi peran yang diimplementasi 
kelembagaan lokal terhadap kondisi ketiga kelurahan, yaitu Kelurahan Karangturi, Bugangan dan 
Kemijen yang pada akhirnya akan terlihat perbedaannya. 
1.8.3.1 Kerangka Analisis 
Tahapan analisis data yang dilakukan meliputi tiga tahapan analisis yaitu inventarisir data 
berdasarkan kebutuhan data, proses pengolahan data, dan rekapitulasi data hasil pengolahan untuk 
menjawab penelitian berdasarkan informasi dari pengolahan data.  






























Adapun analisis-analisis dalam penelitian ini adalah: 
1. Analisis peran kelembagaan lokal di lingkungan permukiman. 
Analisis ini dilakukan untuk mengetahui peran kelembagaan yang akan dianalisis menurut 
fungsi kelembagaan di lingkungan permukiman. Peran kelembagaan yang dimaksud juga 
diambil berdasarkan korelasinya dengan lingkungan permukiman. Hasil dari analisis ini 
merupakan deskriptif dari hasil wawancara dan kajian dokumen dari kelembagaan setempat,  
2. Analisis implementasi kegiatan kelembagaan lokal di lingkungan permukiman. 
Analisis ini dilakukan untuk mengetahui implementasi kegiatan dari kelembagaan lokal yang 











di Kel Karangturi, 
Bugangan dan Kemijen 
Kondisi Fisik Permukiman 
 Jenis Rumah berdasarkan bahan 
bangunan 
 Jenis rumah berdasarkan bentuk 
bangunan 
Kondisi sosial ekonomi masyarakat 
 Mata pencaharian 
 Tingkat pendidikan KK 
Akses terhadap prasarana 
permukiman perkotaan 
 Jaringan jalan 
 Sanitasi 
 Drainase 
 Air bersih 
 Persampahan  
 
Deskriptif kuantitatif 
Deskriptif kuantitatif dan 
komparatif 
Peran kelembagaan lokal di dalam 
masyarakat: 
1. Tupoksi lembaga 
2. Korelasi antar lembaga 
3. Manfaat lembaga 
4. Mekanisme pembiayaan 
5. Program unit pelaksana 
Bentuk implementasi kelembagaan 
lokal: 
1. Pelaksanaan dan pertanggung 
jawaban kegiatan di bidang 
ekonomi 
2. Pelaksanaan dan pertanggung 
jawaban kegiatan di bidang 
sosial 
3. Pelaksanaan dan pertanggung 
jawaban kegiatan di bidang 
lingkungan 
Analisis peran 





lokal di lingkungan 
permukiman 
 
 Deskriptif kuantitatif 
INPUT PROSES/ANALISIS OUTPUT 
Analisis evaluasi peran 
yang  diimplementasi 
kelembagaan lokal  
Implementasi 
kelembagaan lokal di 
lingkungan permukiman 
di Kelurahan Karangturi, 
Bugangan, dan Kemijen 













Evaluasi  peran yang 
diimplementasikan 
kelembagaan lokal 
Deskriptif kuantitatif dan 
kualitatif 
Deskriptif kuantitatif dan 
kualitatif 
Deskriptif  kuantitatif dan 
komparatif 




lingkungan permukiman. Hasil dari analisis ini merupakan deskriptif hasil wawancara, 
kuesioner, kajian dokumen, dan observasi yang menggambarkan kondisi lingkungan 
permukiman dari program yang diterapkan oleh kelembagaan setempat. 
3. Analisis kondisi kualitas lingkungan permukiman di Kelurahan Karangturi, Bugangan, dan 
Kemijen. 
Analisis ini dilakukan untuk mengetahui kondisi eksisting lingkungan permukiman yang ada di 
Kelurahan Karangturi, Bugangan, dan Kemijen. Identifikasi ini diperoleh berdasarkan data 
kajian dokumen dan observasi, yang kemudian akan dilakukan untuk menjelaskan kualitas 
lingkungan permukiman di masing-masing kelurahan. Analisis ini dilakukan dengan melihat 
peran lembaga lokal yang berpengaruh terhadap aspek pembentuk kualitas lingkungan 
permukiman. 
4. Analisis evaluasi peran yang diimplementasi kelembagaan lokal terhadap kondisi ketiga kelurahan. 
Analisis ini merupakan bentuk perbandingan peran kelembagaan lokal dan implementasi 
tersebut terhadap lingkungan permukiman di Kelurahan Karangturi, Bugangan, dan Kemijen. 
Penilaian ini berdasarkan prosentase keberhasilan dari program dan implementasi di lapangan. 
Hal ini akan memberikan penilaian dari capaian keberhasilan kelembagaan lokal dalam 
lingkungan permukiman, korelasinya terhadap lingkungan permukiman. 
1.8.3.2 Teknik Analisis 
Metode penelitian yang digunakan untuk mengkaji bentuk peran dan implementasi 
kelembagaan yang ada di dalam masyarakat terhadap kondisi kualitas lingkungan permukiman ini 
menggunakan metode penelitian kuantitatif. Metode ini ditunjukan dengan teknik analisis yang 
digunakan berhubungan dengan identifikasi kondisi kualitas lingkungan permukiman diantara 
ketiga kelurahan sebagai sampel wilayah. Penjelasan berikut mengenai teknik analisis yang 
digunakan: 
1. Untuk menganalisis peran kelembagaan lokal di dalam masyarakat terhadap kualitas 
lingkungan permukiman, dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kuantitatif. Data 
yang diperoleh merupakan hasil dari kajian dokumen serta wawancara secara mendalam 
mengenai stakeholder yang memiliki peranan penting dalam kelembagaan. Data ini kemudian 
didukung dengan kuesioner dan observasi untuk melihat secara real dari apa yang didapat dari 
teknik pengumpulan lainnya. Peran kelembagaan ini menunjukkan peran masing-masing 
lembaga yang berkecimpung dalam lingkungan permukiman yang dibandingkan dengan 
fungsi kelembagaan menurut teori.  
2. Untuk menganalisis implementasi kegiatan kelembagaan lokal di lingkungan permukiman 
dianalisis dengan menggunakan deskriptif kuantitaif. Data yang diperoleh merupakan hasil 
dari kajian dokumen serta wawancara dengan stakeholder, terutama pemangku kepentingan di 
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lembaga-lembaga masyarakat tersebut. Implementasi ini menunjukkan kebijakan program 
yang dilaksanakan sebagai andil dalam memperbaiki kondisi kualitas lingkungan permukiman.  
3. Untuk mengidentifikasi kondisi kualitas lingkungan permukiman di Kelurahan Karangturi, 
Bugangan, dan Kemijen, teknik analisis yang digunakan untuk mengolah data hasil kajian 
dokumen terkait dengan kualitas lingkungan permukiman adalah deskriptif kuantitatif dan 
kualitatif. Analisis ini diperkuat juga dengan data hasil kuesioner dan observasi untuk 
memperkuat penilaian dalam analisis. Hasil ini akan disajikan secara deskriptif untuk 
menjelaskan kondisi kualitas lingkungan permukiman diantara ketiga kelurahan tersebut.  
4. Untuk menganalisis evaluasi peran yang diimplementasi kelembagaan lokal terhadap kondisi 
lingkungan permukiman ketiga kelurahan dilakukan analisis deskriptif kuantitatif dan komparatif. 
Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran dari capaian keberhasilan dari peran 
kelembagaan lokal serta melihat prosentase keberhasilan dari capaian program dengan 
implementasi di lapangan dari kelembagaan lokal yang melingkupi kegiatan masyarakat. 
 
1.9 Posisi Penelitian dalam Perencanaan Wilayah dan Kota 
Posisi penelitian ”Peran Kelembagaan Lokal terhadap Kondisi Kualitas Lingkungan 
Permukiman Perkotaan di Semarang Timur” adalah pada pemanfaatan ruang dalam ilmu 
perencanaan wilayah dan kota. Pemanfaatan ruang berupa permukiman ini, mendapatkan pengaruh 
dari peran lembaga masyarakat yang melingkupi spasial baik dari tingkat kelurahan hingga Rukun 
Tetangga, serta lembaga-lembaga lain seperti BKM. Peran kelembagaan ini turut mempengaruhi 












Ilmu Perencanaan Wilayah dan Kota 







Indikator kualitas lingkungan 
permukiman: 
 Fisik Permukiman 
 Sosial ekonomi masyarakat 
 Akses Sarana Prasarana 
Peran kelembagaan lokal terhadap 
kondisi  kualitas lingkungan 
permukiman 
Sumber: Analisis Penyusun, 2011 
Gambar 1.3 




1.10 Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab, yaitu: 
BAB I PENDAHULUAN 
Pada bab ini berisi latar belakang, pertanyaan penelitian, menentukan tujuan dan 
sasaran dari penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup spasial dan substansial, 
kerangka pikir, keaslian penelitian, metode penelitian dan posisi penelitian, serta 
sistematika penulisan.  
BAB II KAJIAN KELEMBAGAAN DAN KUALITAS LINGKUNGAN 
PERMUKIMAN 
Berisi mengenai perspektif teori dan literatur lain mengenai kualitas lingkungan 
permukiman, serta kelembagaan di masyarakat yang berkaitan dengan perumahan 
permukiman. Kelembagaan disini merupakan kelembagaan lokal yang memiliki 
keterkaitan dalam perannya pada lingkungan permukiman. Pada bab ini, literatur 
ini akan disintesakan sesuai dengan pemaparan materi penelitian yang dapat 
dijabarkan melalui variabel penelitian. 
BAB III LINGKUNGAN PERMUKIMAN DAN KELEMBAGAAN DI KELURAHAN 
KARANGTURI, BUGANGAN, DAN KEMIJEN 
Bab ini berisi gambaran lingkungan permukiman di Semarang Timur serta 
kelembagaan yang menaungi di beberapa kelurahan di kecamatan ini. Pemilihan 
ketiga kelurahan ini diharapkan dapat merepresentasikan kondisi lingkungan 
permukiman di Semarang Timur yang cukup variatif. 
BAB IV ANALISIS PERAN KELEMBAGAAN LOKAL TERHADAP KONDISI 
KUALITAS LINGKUNGAN PERMUKIMAN DI SEMARANG TIMUR 
Bab ini berisi mengenai analisis yang sesuai dengan sasaran untuk mencapai tujuan 
dari penelitian.  
BAB V  KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
Bab ini berisi mengenai kesimpulan dan rekomendasi yang dapat menjadi 
pertimbangan terhadap keberlanjutan penelitian ini. 
 
 
